BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, terlihat bahwa kebijakan

pajak karbon memainkan peran strategis dalam membentuk arah pembangunan

Indonesia yang lebih berkelanjutan, khususnya dalam konteks transisi energi

bersih, pengendalian emisi, serta pencapaian tujuan pembangunan jangka

panjang sebagaimana tertuang dalam visi Pembangunan Indonesia Tahun

2025-2045. Berikut kesimpulan hasil penelitian ini:

i

Pajak karbon secara konseptual dan normatif memiliki relevansi yang kuat
sebagai instrumen pendukung ekonomi hijau dan Visi Pembangunan
Indonesia  Tahun  2025-2045. Namun demikian, efektivitas
implementasinya di Indonesia masih bersifat terbatas dan kondisional.
Meskipun kebijakan ini telah menunjukkan arah yang tepat dalam
mendorong internalisasi biaya lingkungan dan transisi menuju ekonomi
rendah karbon, pajak karbon belum sepenuhnya berfungsi sebagai
pendorong utama transformasi ekonomi hijau secara struktural.
Keberhasilan pajak karbon dalam mendukung visi pembangunan nasional
sangat bergantung pada desain dan tata kelola implementasinya. Tanpa
penguatan desain kebijakan, pajak karbon berpotensi menimbulkan beban
ekonomi dan sosial yang dapat menghambat daya saing industri dan

meningkatkan ketimpangan.
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Pajak karbon berperan dalam menjaga lingkungan hidup melalui
mekanisme internalisasi biaya eksternal emisi karbon ke dalam aktivitas
ekonomi, sehingga memberikan sinyal harga atas penggunaan energi fosil
dan aktivitas beremisi tinggi. Mekanisme ini mendorong upaya
pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi energi, serta
pergeseran bertahap menuju teknologi dan sumber energi yang lebih

ramah lingkungan, yang merupakan inti dari prinsip ekonomi hijau

B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan penelitian mengenai implementasi

kebijakan pajak karbon dan efektivitasnya dalam mendukung transisi menuju

pembangunan berkelanjutan serta pengurangan emisi tanpa menghambat

pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa saran strategis yang dapat

dipertimbangkan bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait.

1.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat landasan regulasi dan harmonisasi
kebijakan harga karbon, termasuk penyelarasan lebih lanjut antara pajak
karbon, perdagangan karbon, dan ketentuan turunan dari Perpres 111
Tahun 2022, sehingga implementasi kebijakan berlangsung konsisten,
tidak tumpang tindih, dan memberikan kepastian bagi pelaku industri. Hal
ini penting agar prinsip ekonomi hijau dapat terintegrasi secara
menyeluruh dalam perencanaan pembangunan nasional menuju Visi
Pembangunan Indonesia 2045.

Kedua, untuk meningkatkan efektivitas pajak karbon dalam menekan

emisi, pemerintah disarankan memperluas cakupan sektor yang dikenakan
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pajak karbon secara bertahap sambil tetap menjaga daya saing industri.
Penerapan mekanisme transisi yang adil, termasuk pemberian insentif
teknologi rendah karbon dan pendampingan bagi sektor-sektor yang
rentan, perlu terus diperkuat agar kebijakan tidak menimbulkan beban
ekonomi berlebihan.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan dari pajak
karbon dialokasikan secara optimal dan transparan untuk mendukung
pembangunan hijau, seperti investasi energi terbarukan, peningkatan
efisiensi energi, pengembangan transportasi rendah emisi, serta program
adaptasi perubahan iklim. Penggunaan penerimaan pajak yang produktif
akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meminimalkan dampak
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keempat, peningkatan kapasitas lembaga dan sistem pemantauan,
pelaporan, serta verifikasi (MRV) perlu dilakukan untuk memastikan
akurasi perhitungan emisi serta efektivitas instrumen pajak karbon. Sistem
MRV vyang kuat akan meningkatkan kredibilitas kebijakan dan menarik
investasi hijau, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kelima, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi publik dan edukasi
kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai urgensi transisi menuju
ekonomi rendah karbon, manfaat jangka panjang pajak karbon, serta
peluang ekonomi hijau. Literasi kebijakan yang baik akan memperkuat
dukungan publik dan mengurangi mispersepsi bahwa pajak karbon

semata-mata menambah beban ekonomi.
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